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Abstrak

Pernikahan dalam kehidupan manusia yang ber-
agama dipandang sebagai suatu hal yang sangat sakral,
mengingat keberlangsungan sejarah manusia ditentukan
oleh asal-usul yang jelas. Untuk itu pernikahan diatur
sedemikian rupa termasuk diantaranya adalah pihak yang
berakad dan para saksi yang kehadirannya dalam satu
majlis menjadi suatu kelaziman yang tidak bisa ditawar lagi.
Masalah perwalian bagi laki-laki atau perempuan yang
akan menikah, wabil-khusus wali perempuan menjadi
bahan diskusi terutama saat ini banyaknya anak tidak
mengetahui dimana keberadaan orang tuanya atau tidak
tahu asal usulnya. Disamping masalah persaksian yang
kerap menimbulkan perdebatan lantaran dilakukan secara
tertutup dalam nikah tidak tercatat atau sirri. Bagaimana
pandangan hukum Islam dan Hukum Perkawinan di
Indonesia terhadap dua masalah ini. Tulisan ini memapar-
kan bahwa perwalian dan persaksian dalam pernikahan
menurut figh empat madzhab tidaklah jauh berbeda
dengan hukum perkawinan yang berlaku di Indonesia.
Karena Undang-undangan nomor 1 tahun 1974 tentang
perkawinan secara tidak langsung telah mengakomodir
syariat Islam yang ada, seperti orang yang cukup syarat
berakad sebagai syarat wajib untuk bisa melakukan
pernikahan, dan apabila tidak cukup syarat harus meminta

'MWWMNMWWM
Program Studi Syariah-figh, email: hans_deny@yahoo.co.id

147



Perwalian dan Persaksian dalam Pernikahan

izin dari orang tuanya atau walinya (lihat pasal 6 ayat 2).
Disamping itu Kompilasi Hukum Islam menyebutkan
bahwa perwalian dan persaksian dalam pernikahan
merupakan rukun dalam pernikahan seiring dengan
pendapat yang disitir dari mazhab Syafi’l yang mewajibkan
adanya wali perempuan khususnya dalam akad nikah dan
juga adanya dua saksi.

Kata kunci: Wali, Saksi, Madzdhibul Ar'ba’ah, Hukum Islam

Pendahuluan

Sebagai salah satu rukun nikah,' keberadaan saksi dan wali perlu
diperhatikan dan dipenuhi kehadirannya. Hal ini tak lepas dari
perkataan rasulullah yang mewajibkan adanya wali dan saksi dalam
pernikahan.” Oleh karenanya kajian mengenai saksi dan wali dalam
pernikahan merupakan kajian yang khas perihal hukum keluarga dalam
Islam, namun sebagai seorang warga negara, seorang muslim juga tidak
dapat mengesampingkan bahwa dalam Undang-undang nomor 1 tahun
1974 tentang perkawinan serta Kompilasi Hukum Islam juga sudah
mengatur persoalan tentang saksi dan wali dalam pernikahan.? Tulisan
ini akan berbicara tentang komprasi Wali dan Saksi dalam Figh empat
madzhab dan hukum yang berlaku Indonesia.

Perwalian dan persaksian: Definisi dan Ruang Lingkup
A. Perwalian: Definisi, syarat dan ruang lingkup

Secara sederhana, perwalian itu adalah seseorang yang mewakili
satu pihak atau yang bertanggung jawab atas seseorang atau kepemilikan

barang. Menurut Wahbah Zuhaili, perwalian secara bahasa dimaksudkan
dengan kecintaan atau bantuan, sedangkan secara terminologi perwalian

! Menurut hanaflyyah, rukun nikah adalah 7jab gabul saja. Sedangkan menurut
jumhdr ‘ulama rukun haji tidak hanya 7jab qabi! saja melainkan ada laki-laki dan
perempuan serta wall. Wahbah Zuhaili, AlFighu al-lslami wa adillatuhu. (Damaskus:
Darul Fikr, 1985) juz.7 hal36

? Ibnu Hajar ak‘asqalani, Bulighul maram min adillatil ahkam (Beirut Daril
kutib akisEmiyyah, 2002) no.848 hal183

! Tentang persoalan wali nikah dibahas pada pasal 19-23 Kompilasi hukum
Islam sedangkan persoalan tentang saksi nikah dibahas pada pasal 24-26
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diartikan sebagai kemampuan untuk menuntuskan sesuatu secara
langsung terhadap diperbolehkan atau tidaknya sesuatu (baca: akad).*
Sementara yang lain berpendapat, bahwa secara terminologi, wali diarti-
kan sebagai penerapan atas perkataan (atas seseorang) terkait kesepakatan
atau ketidak sepakatan.® Hal ini tentunya memilki konsekuensi logis
karena dalam Islam, ketentuan mengenai wali telah diatur dalam sabda
rasulullah SAW: “La nikaha illa biwaliyin™ khususnya dalam perkara
perkawinan. Oleh karena itu, mengenai perwalian maka harus ada
dalam setiap prosesi akad dalam pernikahan, karena menurut Yasri As-
Sayyid Muhammad, bahwa pernikahan yang tidak ada walinya maka
tidak sah pernikahannya.” Dan Sayyid Sabiq juga menambahkan bahwa
perwalian diartikan sebagai penerapan atas ketetapan akan sesuatu
(baca: akad) secara pasti khususnya dalam perkara pernikahan maupuun

* Dalam pendefinisianya pun, wahbah zuhalli menerangkan bahwa maksud
dari diadakannya perwalian adakh untuk menjaga atau kemashhatan sesame, terkait
penjagaan terhadap hak serta kekurangan atau kelemahan yang dimilikinya agar terjadi
‘nota kesepahaman’ antar kedua belah pihak. Lih. Wahbah zuhaili, ALFigh Aklslami Wa
Adillatuhu. Juz 7 : 186-187

# Secara definitif, wali sebagal mana dijelaskan dakam Al-Mausi‘ah Al-Fighiyyah
inl, bahwa ruang lingkup wali itu mencakupi perkara imam besar seperti di dalam
bidang peradilan, penyidikan (baca: wiliyatul hisbah, shurmah), serta sebagai ‘pengganti’
atau ‘pelindung’ yang dikkukan orang yang kebih dewasa atas orang yang masih anak-
anak dabm perkara perdata maupun keuangan (baca: maliyyah was shakhshiyyah).
Lih. Wizaratul auqaf was shutnil isimiyyah, A-Mausi‘ah Al-Fighiyyah (Kuwait Wizaratul
auqaf akishmiyyah was shu’a nil isEmiyyah, 2006) juz 45 : 135

® Secara eksplisit kata “l nikdha illa bi waliyyin shahidaini ‘adkini” ini, dabm
shahih bukhari tidak disebutkan namun merupakan rangkuman dari satu bab yang
menerangkan bahwa tidak terlepasnya perkara wali dalam pernikahan maka kehadiran
akan wali merupakan hal yang berisifat urgen dan harus, Lih. Abl ‘Abdulih Muhammad
bin Isma'il ak Bukhari, Akjami’ as-shahih (Kairo: akmaktabah as-sakifiyyah, 1400 H) bab
ke-36 hadits nomor 5127-5132 Juz. 3 : 369-371. ‘Abiuddin ‘all dan Balban al-Farisi,
shahih ibnu Habban bi tartibi Ibnu Balban (Beirut Muassatu ar-risakah, 1993) Hadits
nomor 4076,4077, 4078, 4083, 4090 Juz 9 : 387-400. Abi 'Isa Muhammad bin ‘Isa bin
saurah, akjami’ as-shahih wa huwa sunanu at-tirmidzi (shirkatu maktabati mamba’atil
mushtafa al-Babi al-halabi wa awkdihi, tp. tt) Hadith nomor 1101, 1102, 1104 (dengan
matan yang berbeda “la nikaha ills biniyyatin®), dan 1108. Juz 3 : 398, Abi Abdillsh
Muhammad Bin Yazid akQazwini Ibnu Majah, Sunan (Beirut: Darul jiyal 1998) Hadith
nomor 1880 dan 1881 juz 3 : 327-328. Abi Dawud suliman bin akash'ati as-sijistini ak
azdari, Sunanu Abi Dawud (Beirut Daru ibnu hazm, 1997) Hadith nomor 2085 : 392

7 Yusri as-sayyid muhammad, Jami’ al-Fighi: Mausu‘atul A'mal AFKamilah Lil
Imami Ibnu Qayyim Al-jauziyyah (al-manshurah: darul wafai lit miba'ah wan nasyr,
2000) Juz 5: 115
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‘keuangan.® Dari beberapa pendapat diatas dapat dikemukakan panw -

padasewmsubsmnﬁf,deﬂnisitentangpemnlimﬁdakhhberbedammm

“satu sama lain dan beberapa pemikir diatas sama-sama m ngartikan
atau berusaha untuk mengungkapkan bahwa perwalian merupakan
usaha seseorang untuk ‘merasa’ yang paling bertanggung jawab dalam
pemoahnkeuangandanpemikahanamsseseomgyangdiwaﬁhnscperti
anak perempuan dalam pernikahan atau anak yatim yang belum baligh
dalam mengurus keuangan.

Meskipun dalam definisi diatas dinyatakan bahwa secara
sederhana perwalian merupakan bentuk dari tanggung jawab seseorang
aras urusan keuangan maupun pernikahan, tidak semua orang bisa
dikatakan atau disebut sebagai seorang wali jika tidak memiliki
persyaratan ataupun ketetapan yang berlaku terkait persoalan perwalian.
Sebut saja Wahbah Zuhaili yang memberikan persyaratan sebagai berikut:
(1) memiliki kelayakan yang lengkap untuk menjadi wali seperti dewasa,
berakal, dan merdeka, dengan demikian maka anak-anak yang belum
dewasa, orang gila dan budak belum bisa dijadikan sebagai wali, (2)
memiliki agama yang sama antara wali dan yang diperwalikan, jika yang
diwalikan adalah seorang yang muslim maka walinya pun juga muslim,
(3) lakidaki, karena perempuan tidak berhak untuk mejadi wali bagi
dirinya, maka selain perempuan lebih diutamakan, (4) Berlaku adil,
seperti konsisten beragama, ridak melakukan kesalahankesalahan besar
seperti berbuat zina, melakukan pembunuhan, durhaka pada orang tua
dan kesalahan-kesalahan besar lainnya, (5) memiliki petunjuk/
pengetahuan dalam persoalan keuangan atau pernikahan.” Sedangkan
syarat perwalian ada sembilan, diantaranya: (1) Islam, (2) dewasa, (3)
berakal, (4) merdeka, (5) laki-laki, (6) berlaku adil, (7) memiliki
pengetahuan tentang hukum shari'ah, (8) memiliki kecukupan fisik
dengan maksud seorang wali memiliki pendengaran, pengelihatan,
kemampuan berbicara dengan baik, dan ketiadaan atau kekurangan
secara fisik dapat mempengaruhi kesempurnaan transaksi (baca: akad),

perwalian dalam konteks umum dan perwalian dalam konteks khusus. Sayyid sabiq,
Fighus Sunnah, (Kairo: Darul fati lil M'amil ‘arabl, 1999) juz 2: 82
% Wahbah zuhaili, atfighu akislami wa adillatuhu juz 7 : 195-197
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(9) memiliki kecukupan dan ide.” Kemudian Sayyid Sabiq juga membagi
persyaratan perwalian menjadi empat, yaitu: (1) merdeka, (2) berakal,
(3) dewasa dan (4) Islam." Setidaknya dari tiga pendapat diatas dapat
diklasifikasikan persyaratan tentang perwalian menjadi beberapa syarat
seperti kemampuan fisik dan nonfisik, merdeka, lakilaki, berlaku adil,
memiliki keilmuan tentang persoalan keuangan dan pernikahan, dan
memiliki pengetahuan tentang hukum syari'ah.

Berkenaan dengan pelaksanaan perwalian diatas, memang perlu
juga dijelaskan ruang lingkup diperbolehkan atau tidaknya perwalian..
Menurut Imam Syafii bahwa pernikahan yang tidak menyertakan wali
dari pihak wanita, maka nikahnya adalah batal, karena kewajiban bagi
seorang suami adalah memberikan mahar seperti mas kawin dan
sebagainya,” dengan demikian kepemilikan yang diberikan kepada
wanita berupa mahar tadi menjadi kepemilikan wanita, namun jika
pernikahan tidak diikuti dengan kehadiran wali, dikhawatirkan akan
berakibat pihak pria ‘tercurangi’ karena telah memberikan mahar, dan
mahar yang sudah diberikan tidak dapat lagi diambil dan secara otomatis
sudah dimiliki pihak perempuan dalam pernikahnnya tersebut.
Sedangkan menurut Imam Syairazi perwalian dalam pernikahan
memang merupakan keharusan bagi seorang wanita atau yang dalam
hal ini merupakan pihak yang diperwalikan, sekalipun yang diwalikan
merupakan budak wanita, maka sah hukumnya bagi suami yang
menikahinya tersebut.” Kemudian AlMawardi menekankan bahwa

' Wizaratul augaf wa shuunil ismiyyah, AFMausii‘ah AFFighiyyah. Juz 45 :
141-144

" Sayyid Sabiq, Fighus sunnah juz 2 : 82-83

! Muhammad idris as-shafil, A-Umm (Darul Wafa, 2001) Juz 6 : 35

** Keharusan diperwalikannya bagi wanita merupakan keharusan karena pada
dasaranya pernikahan merupakan sakh satu haknya, dan salah satu haknya juga adakh
wujud perwalian dari orang yang diperwalikan seperti anak perempuan yang diper-
tanggungjawabkan olkeh ayahnya, serta dapat juga dikatakan bahwa perwalian dakm
pernikahan hyaknya pernikahan itu sendiri. Abi Ishaq as-Shirazi, A-Muhaddzab Fi Fighil
Imam As-Shafi7 (Damaskus: Darul Qalam, 1996) Juz 4 : 119-120, Sebagaimana juga
disampaikan abil husaini yahya bin abil khairi bin salim al-'imrani (w.557) menekankan
kembali bahwa maksud dari kalimat “fain kanat amatun lirajulin® mengindikasikan
bahwa perwalian untuk seorang budak pun diperkenankan jika dimaksudkan untuk
membayarkan dan membebaskannya, dan yang paling utama, tetap, adanya izin dari
walinya, selama yang menikahkan adakh laki-kaki dan bukan wanita karena "B tunkahu
akmarAtul imraAta” Lih. abil husaini yahya bin abil khairi bin salim a-‘imrani, al-bayan
fimadzhabil imam as-shafi'i: sharhu kitabi “al-muhaddzab” kamilan (Beirut: darul minhaj,
2000) Juz 9 : 161-162 :

Volume 8 Nomor 2, Sya'ban 1435/2014 151



Perwalian dan Persaksian dalam Pernikahan

keberadaan-wali dalam pernikahan diharuskan mengetahui persoalan
pernikahan tersebut sehingga pengetahuan yang berkaitan dalam
persoalan pernikahan menjadi salah satu syarat sahnya sebuah akad
dalam pernikahan." Dengan demikian dapat juga dipahami bahwa
perwalian dalam pernikahan merupakan keharusan karena tanpa adanya
perwalian, maka sebuah pernikahan dikatakan tidak sah atau batal.
Setelah perwalian pernikahan, maka ruang lingkup selanjutnya
yaitu perwalian perihal harta, demikian mengaca dari beberapa definisi
di atas. Menurut Wahbah Zuhaili, pembagian perwalian setidaknya
dibagi menjadi tiga hal, yaitu: (1) wali atas diri sendiri, (2) wali terhadap
harta dan (3) wali terhadap diri sendiri dan harta secara bersamasama.
Salah satu contoh dari perwalian terhadap harta benda adalah
pengelolaan harta milik, baik di bidang investasi, transaksi dan penjagan
atas pengeluaran.” Di luar persoalan keuangan dan pernikahan, pada
dasarnya kalimat perwalian lebih identik dengan identitas politik seperti
pendefinisian yang mengkaitkannya dengan kata-kata pemimpin besar
(baca: imamatul ‘uzhma).’” Diantara ketiga ruang lingkup, keuangan,
perkawinan, dan politik, menunjukkan dominasi dalam aspek definisi
namun secara praktis, katakata wali lebih menunjukkan dominasinya
pada bidang perkawinan, hal ini disebabkan karena perwalian memang
dijadikan salah satu syarat atau bahkan rukun dalam prosesi perkawinan,
dan tanpa adanya wali, maka nikahnya adalah batal atau tidak sah.
Pembahasan mengenai definisi, persyaratan serta ruang lingkup
sudah menjadi tema khusus dalam perwalian ditinjau secara konseptual,
namun jika ditinjau secara praktis, urutan orangorang yang berhak
menjadi wali perlu dijelaskan karena sudah menjadi ketentuan bahwa
yang menjadi wali bukanlah orang yang sembarangan. Istilah yang lazim
didengungkan terkait persoalan ini adalah tartibul wali atau tartibul wulat.
Menurut Sayyid Sabiq urutan dalam perwalian diatur secara hirearkis

14 Lebih knjut, pendapat al-mawardi ini, secara eksplisit juga menjadi sanggahan
bagi ulama hanafiiyah yang menyatakan bahwa wall fasik adakh sah secara perwalian,
karena yang menjadi tanggung jawab dalam ‘pertanggungjawaban’ atas sebuah
pernikahan perlu juga mengetahui tentang hak-hal yang terkait dalam pernikahan. Lil
Abil Hasan ‘Ali Muhammad bin Habibi al-Mawardi al-Muzni, Akhawi Al-Kabir Fi Fighi
Madzhabi Imam Shafi'i Wa Huwa Sharhu Mukhtashar Al-Muzni (Beirut Darul Kutub al
‘ilmiyyah, 1994) Juz 9: 61

15 Wahbah zuhaili, A-Fighu Al-Islami Wa Adillatuhu juz 7: 182

1 Wizaratul Augaf Was Shuunil IsEmiyyah, A-Mausi‘ah AL-Fighiyyah. juz 45 :
135
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didahului dengan wali dari kerabat dekat, kemudian wali dari kerabat
" jauh, dan wali hakim," ketentuan yang sama seperti term tartibul awliya,
dengan demikian secara praktis, perwalian juga memiliki tahapan yang
perlu dipenuhi, terkait orang-orang yan memiliki ‘kewenangan’ untuk
menjadi wali, dan yang paling dominan adalah bahwa yang berhak
menjadi wali bagi perempuan dalam praktek pernihkahan adalah bapak
kandungnya sendiri.

B. Persaksian: Definisi, syarat dan ruang lingkup

Persaksian sebagaimana dipahami merupakan salah satu alat untuk
membuktikan sesuatu yang benar dalam proses peradilan, dalam artian
dalam memutuskan suatu hal, tentunya sebuah permasalahan, saksi
dibutuhkan disamping alatalat bukti yang lain seperti petunjuk, surat
otentik, keterangan ahli, ketrangan terdakwa dan lain sebagainya,” maka
saksi sebagai alat pembuktian sejatinya berlaku tidak hanya dihukum
konvensional saja tapi Islam pun demikian memiliki sistem pembuktian
yang di dalamnya terdapat persaksian dalam membuktikan sesuatu.

Persakasian dalam Islam berarti syahadah (35> ) berasal dari kata
syahada yashhadu (1¢= — 14> ) yang berarti menetukan segala sesuatu sesuai
dengan apa yang dilihat dan didengarkan,” maka sudah barang tentu
bahwa persaksian perlu dilakukan secara seksama baik itu melalui mata

7 Wali dari kerabat dekat seperti bapak, kakek, paman dari bapak atau ibuy,
kemudian saudara dari bapak, anak saudara dari bapak atau ibu, anak saudara dari
bapak, kemudian paman jauh, dan anak dari paman jauh, semua dilakukan secara
hirearkis dan tertata rapi, terkait ketiadaan semuanya, maka diperbolehkan mengangkat
wali darf hakim. Apabiks urutan ini tidak dilakukan, maka nikahnya belum dapat dikatakan
sah Lih. Sayyid sabiq, Fighus sunnah. Juz 2 : 87

* Tar@ibul awliya dalam madzhab hanafiyyah, secara sederhana, dimaksudkan
kepada siapa saja yang memiliki hubungan langsung dengan si mayyit, maka yang
didahulukan dalbhm perwalian adakh seorang bapak yang menjadi wali bagi anaknya.
Sedangkan dalam madzhab malikiyyah, yang didahulukan menjadi wali jika terdapat
beberapa wali yang berhak adalah bapak, kemudian saudara kandung atau saudara
dari bapak, kemudian kakek dari bapak, paman dari bapak, kemudian anak paman dari
bapak, kemudia kakek dari bapak dan anak paman dari bapak. Sedangkan dalam
madzhab syafi'iyyah, didahulukan dari yang memiliki hubungan dekat, kemudian walaun
atau budak yang dimerdekakan, kemudian yang terakhir adalah wali hakim
(baca:Sultanah). Madzhab hanabilah berpendapat bahwa bahwa yang paling berhak
untuk menjadi wali bagi pihak perempuan adalah bapaknya, kemudian kakek hingga
keatas. Lih. Wizaratul auqaf wa shuunil iskmiyyah. AFMausi’ah Al-Fighiyyah Juz 41:
275-279

 Wahbah zulhaili, A+Fighu AkIslami Wa Adillatuhu: 516

* Louis ma'luf, Munjid Fil Lughoh Wal Alam (Beirut: Daru-s-syurugq, 2007): 306
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sebagai organ pengelihatan dan telinga sebagai organ pendengaran: Hal
ini sebagaimana di ungkapkan Sayyid Sabiq bahwa aplikasi persaksian
perlu menggunakan pengelihatan dan pendengaran.™ Allah Swt ber-
firman dalam surat AtTholaq ayat 2 yang bermakna bahwa persaksian
perlu ditujukan kepada Allah Swt. Karena dalam proses persaksian
berkaitan dengan implementasi iman (iman kepada Allah Swr. dan hari
akhir). Selain dari pada itu, berkenaan dengan penggunaan unsur
pengelihatan dan pendengaran Allah menegaskan dalam surat al-A'raf
ayat 179 bahwa salah satu perbedaan antara manusia dan hewan adalah
bagaimana seorang manusia menggunakan mata sebagai penglihatan,
telinga sebagai pendengaran yang dikuti dengan kecerdasan/pemaham-
an hati. Hal ini pula yang ditekankan kembali oleh Sayyid Sabiq bahwa
penggunaan pendengaran dan pengelihatan tentang yang diketahui
untuk kemudian di ungkapkan dalam katakata merupakan salah satu
syarat diterimanya saksi seseorang atas sesuatu, maka jika syarat tersebur
tidak terpenuhi, persaksian seseorang tidak dapat di terima.” Selain
dari pada itu, Ali Haidar menyatakan bahwa secara bahasa persaksian
atau syahadah (#42)) diartikan sebagai informasi/kabar (,=31) yang
bersifat kekinian (~2+13).* Maka dari definisi diatas dapat diambil
kesimpulan bahwa persaksian secara bahasa dipahami sebagai penentuan
sesuatu sesuai informasi yang didapat dari indera penglihatan dan indera
pendegaran yang diaplikasikan dalam katakata.

Sedangkan secara terminologi, persaksian menurut Ibnu Hajar
alasqolaniy dimaksudkan sebagai informasi yang dapat dipercaya untuk
menetapkan keputusan hukum dengan dengan bentuk kata “saya

melihat (2¢21)” dalam majlis peradilan, namun tidak hanya di majlis
peradilan saja halhal yang di dalamnya dibutuhkan saksi, melainkan
juga dalam perkara pidana,** finansial,” serta masalah kekeluargaan
(amsh Jiy-31) seperti pernikahan, wasiat, waqaf sebagaimana juga yang
diterapkan dalam undangundang di Indonesia termasuk yang di dalam-

1 As-Sayyid sabiq, Figh Sunnah hal 228

2 As-Sayyid sabiq, Figh Sunnah hal 228

Al Haidar, Durarul Hukkam juz 4 : 337

* Ahmad Fatihy Bahansimy, Madkhal Fi Figh Jina'i Al-Islami, (Kairo: Mathobi'us
syuruq, tanpa @hun) : 18 y

* Dakm perkara finansial dikaitkan dengan surat al-Bagarah ayat 282
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nya dibutuhkan persaksian.*® Begitu pula Sayyid Sabiq mendefinisikan
persaksian sebagai memberikan sesuatu yang benar melalui kalimat :"saya
melihat” atau “saya (tadi) melihat” (121 J waais), senada dengan itu,
Syaikh al-Ghonimy juga mendefinsikan dengan term yang sama.”” Maka
dari pendapat di atas dapat disimpulkan bahwa persaksian secara
terminologi dipahami sebagai penginformasian terpercaya yang berfungsi
sebagai alat penetapan atas kebenaran.

Berkenaan dengan rukun persaksian ulama berbeda pendapat,
yang pertama diungkapkan ulama mazhab Hanafi bahwa rukun
persaksian hanya satu yaitu penyebutan kalimat “saya melihat"* dengan
menggunakan bentuk kata al-mudhoro’ah®® bukan menggunakan
kalimat lampau “saya (tadi) melihat” karena penyebutan kalimat tersebut
berfungsi untuk pernyataan infomasi yang bersifat ‘kekinian’ bukan
bersifat masa lampau seperti yang hadir dalam kalimat “ =42 pendapat
kedua seperti yang dikemukakakan ulama selain hanafiyyah yang
menyebutkan bahwa rukun persaksian dibagi menjadi 5: (1) saksi itu
sendiri, (2) yang dilihat [masyhudu ‘alaihi], (3) yang berkepentingan dalam
persaksian [masyhudu lahu], (4) alat-alat/syaratsyarat persaksian
[masyhudu bihil, (5) pengucapan kalimat [shighoh). Demikian yang
disampaikan oleh Kautsar Kamil ‘Ali% serta ulama Syafi’iyyah.*

* Dalam sistem perundang-undangan di Indonesia disebutkan bahwa Kompiksi
Hukum Islam yang bermuk dari instruksi presiden tahun 1991 okh presiden suharto,
yang didalamnya berlaku, ketentuan-ketentuan dalam permasakhan kekeluargaan yang
meliputi nikah, wakaf dan wasiat Dan dalam perkembangannya yakni pada tahun
2003 cakupan Kompiksi Hukum Iskhkm bertambah dengan merambah dunia ekonomi
syariah dan segak hal yang berada dibawahnya seperti mudhorobah, murobahah, dan
segaka bentuk transaksi finansial yang dikenal dalam Islam

? Abdul Ghoniy AFGhonimiy, atlubab fi syarhil kitab juz.4 : 54

* Wahbah zuhaili, Figh Islam Waadillatuhu, op.cit juz.6 : 556

* Fuad Na'mah, Malkhas qowa'idul lughoh al ‘arobiyyah, (Damaskus: Darul
hikmah, tanpa @hun) : 72. lih juga Syeikh Musthofa Al-Gholyaini, Jémi‘ud Durus al-
“Arabiyyah, (Beirut Darul Bayan, 2008) : 27

* Kautsar Kamil ‘Ali, Muhadharat fi Figh mugérin, (Kairo: Thiba'ati jaami‘ati
azhar, 1988): 16

" Ahmad Shihabuddin Ahmad Bin Ahmad Bin Salamah Al-Qailibiy Wa
Shihabuddin Ahmad Al-Birlsiy Al Mulagqab Bil ‘Amirah, Hasyiyatani Fi Syarh Minhaji-T-
malibin (mesir: syirkati maktabah musthafa al yaably ak-hakbiy wa aulduhu, 1956)
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Tidak semua orang mampu menjadi saksi sebelum memenuhi
persyaratan sebagai berikut: 1- Baligh/dewasa*, 2- Berakal, 3- Ilmu
(mengetahui apa yang ia persaksikan), 4-Mampu untuk berkata atau
mengucapkan kata-kata, 5- Mampu melihat, 6 Bebas, dalam arti bukan
budak, 7- Islam.

Disamping klasifikasi saksi diatas, saksi juga perlu untuk me-
menuhi syarat-syarat persaksian yang berkaitan dengan pelaksanaan
prosesi persaksian sebagai berikut :

1. Seorang saksi harus berakal, tidak boleh orang yang gila, pingsan,
atau mabuk
2. Memiliki kemampuan untuk melihat saat kejadian

3. Memiliki ketepatan dari apa yang ia lihat, khususnya tentang apa
yang ia saksikan.

Persaksian yang tidak diperbolehkan dan sebab tidak diper-
bolehkannya

Mengenai orang-orang yang tidak diperbolehkan untuk menjadi
saksi, Ahmad Fatihiy Bahansimiy membagi menjadi tujuh macam:
Persaksian orang yang buta
Persaksian terdakwa qadzaaf
Persaksian orang fasik
Persaksian orang yang tuli
Persaksian orang yang bisu
Persaksian orang yang lengah
Persaksian orang yang berprasangka khususnya dalam persaksian
orang yang memiliki budak atau orang yang masih meiliki hubungan
keluarga

Kemudian diantara sebabsebab orang yang tidak diperbolehkan

menjadi saksi mencakupi beberapa hal sebagai berikut:
1. Memiliki kedekatan (masih memiliki hubungan keluarga/nasab)
2. Permusuhan

 Kedewasaan pada laki-laki saat bermimpi dan kedewassan wanita saat keluar-
nya darah haidh, maka apabila sudah dewasa akalnya dianggap sebagai mukallaf,

Mahmud Muhammad Thonthowi, Usul Figh A-islamiy, (kairo: maktabah wahbah, 2001):
128. lih juga wahbah Zuhailly, Usulul Fighi Al-Istami (Damaskus: Darul Fikri, 2006) : 168

R b
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3. Marah, atau persaksian yang dilandaskan atas rasa marah -
4. Masih ada hubungan kesukuan®

Ruang Lingkup Persaksian dan Komposisi Persaksian

Pada dasarnya persaksian memililki ruang lingkup yang menjadi
ranah dibutuhkannya persaksian, para ulama bersepakat bahwa ruang
lingkup persaksian dibagi menjadi 6 yaitu : Dalam perkara 1- hudid atau
perkara pidana, 2- transaksi finansial atau permasalahan keuangan, 3-
- perkara ibadah, 4- perkara nikah, 5- perkara penetapan hilal (tanda
awal bulan baru), 6- perkara kewanitaan
Sedangkan dalam hal komposisi persaksian dibagi sebagai berikut:
1. Empart orang laki-laki, khususnya dalam perkara zina (An-Nisa: 15)
2. Tiga orang lakilaki
3. Dua orang laki-laki tanpa wanita, dalam perkara pidana selain zina
(AtTholaq: 2)

4. Dua orang lakilaki dengan wanita, dalam perkara keunangan (Al-
Bagarah: 282)

5. Satu orang lakilaki (dalam perkara ibadah).

- 6. Satu orang wanita tanpa laki-laki, dalam perkara kewanitaan. *

Persaksian dan perwalian dalam pernikahan menurut empat
mazhab
R lsian dal ikal

Dalam diskursus perwalian serta pernikahan dalam figh menurut
madzhab hanafi dan lainnya (madzhab maliki, syafii dan hanbali),
Setidaknya dapat dibagi dalam dua bagian, Menurut Ibnu ‘Abidin,
perwalian dalam pernikahan merupakan syarat sahnya pernikahan
karena setiap tranksasi keuangan pertanggung jawaban walinya kembali
pada dirinya sendiri tetapi dalam pernikahan maka pertanggung
jawabannya dikembalikan kepada orang tuanya,®® meskipun yang di-
nikahinya adalah seorang budak ataupun seorang wanita yang memiliki

* Ahmad Fatihl Bahansimi, Nazhariyatul Itsbaat : 75-100

" Ahmad Fatihi Bahansimi, Nadzariyatul Ithbat: 75-100

* Menurut ibnu ‘abidin, perwalian dalam pernikahan adakh sunnah dalam

bagi para orang dewasa meskipun masih perawan, dan bagi yang belum dewasa (baca:

belum baligh) meskipun sudah menjadi janda memiliki keharusan untuk diperwalikan,
Muhammad Amin as-shahir bi ibni Abidin, Raddul mukhtar ‘alad darril mukheir

sharhu tanwirul absar (Beirut Darul kutub ak‘ilmiyyah, 2003) juz 4 : 154-155
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kekurangan (baca: ‘aib),* tetapi menurut Ghanimi bahwa perwalian
dalampemikahanhagiwanitayangbelummenikahbukmperwalian
paksa namun perlu ditanyakan kepada yang bersangkutan tentang
persetujuannya, maka jika diam atau tertawa itulah jawabannya,” namun
demikian keberadaan wali pun diharuskan karena izin seorang wali atas
pernikahan wanita yang diperwalikan merupakan syarat mutlak terlepas
wanita tersebut belum pernah menikah ataupun sudah pernah menikah.*®
Dengan demikian menurut pendapat ulama hanafiyah adalah bahwa
perwalian dalam pernikahan merupakan suatu keharusan mutlak untuk
terjadinya atau terlaksananya secara sah sebuah pernikahan sehingga
apabila sebuah pernikahan tidak terdapat seorang wali atas perempuan,
yang memiliki hak untuk diperwalikan, maka pernikahannya tidak sah.

Menurut mazhab Maliki, perwalian merupakan syarat sahnya
sebuah akad dalam pernikahan tanpa adanya perwalian nikahnya tidak
sah. Pendapat ini berlaku bagi semua wanita termasuk wanita yang
pernah menikah juga yang belum pernah menikah karena segala
kebutuhan maupun pertanggung jawaban ada pada wali serta diartikan
bahwa perwalian merupakan salah satu syarat dalam pernikahan.*
Sedangkan menurut Abil Qasim al-Bashri, secara mendasar perwalian

% Menurut Imam abu hanifah, sebagaimana dikutip imam shaibanl (w.189),
pernikahan yang dilakukan olkeh seorang laki-laki yang menikahi budaknya diperboleh-
kan, “waladu ummil waladi min ghairi sayyidiha idza waladathi wa hiya ummu waladi bi
manzilatiha, wa gala muhammad: wa bihi na’khudzuhu®, dan pernikahan atas perempuan
yang memiliki kekurangan juga diperbolehkan “fir rajuli yatazawwaju wa huwa sahihun”
lih. Muhammad bin shaibani, A-Athar (Kairo: Darussalim lit miba’ah wan nashr, 2003)
juz 1:421-422.

 Menurut ghanimi, perkawinan dikatakan sah apabila wanita yang dinikai
adalah wanita yang merdeka, bukan budak, dewasa, dan mengetahui apa yang diingin-
kannya serta keberadaan wali menurut imam abu hanifah diharuskan, karena apabila
tidak ada wali maka pernikahnnya pun tidak sah. Lih. Abdul Ghani ak-Ghanimi, A-Lubab
Fi Sharhil Kitab juz 3 :8

3 Secara pelaksanaan, perwalian dalam pernikahan merujuk pada substansi
izin dari wali yang bersangkuta, teriepas terpenuhinya kemampuan seseorang untuk
menikah (baca: kafaah). Albindyah fi sharhil hidayah juz 4 : 574-575

» Menurut Abl Muhammad ‘abdul wahab bin nasr akmaliki (w.422), Hal ini
dimungkinkan untuk menghindarkan seseorang wanita untuk menjaga kemaluannya
dari tempat yang diharamkan serta untuk ‘menanggulangi’ syahwat wanita dalam
pernikahan dan kecondongannya ke pada laki-laki dengan tergesa-gesa anpa mem-
perhatikan kemampuan serta kapabilitas laki-laki, oleh karennya ‘pekerjaan’ untuk
mengevaluasi kapasitas serta kemampuan sesorang laki-laki adalah dengan mengguna-
kanwallsebapisahhsamsyam(hhmlaer_lgwlnan.m‘f Muhammad ‘abdul wahab
bin nasr akmaliki, A-Ma'inah ‘Ala Madzhab Alamil Madinah (Beirut: Darul kutub al-
"ilmiyyah, 1998) juz 1 : 480
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memiliki dua makna, yaitu: (1) adalah perwalian dalam konteks umum,
seperti dalam akad dan hutang, dan (2) perwalian dalam konteks khusus
seperti perwalian atas nasab (baca: pernikahan), oleh karenanya perwali-
an atas nasab atau perkawinan diperlukan* sehingga apabila seorang
wanita menikah tanpa izin walinya kemudian walinya mengerti bahwa
memiliki hak untuk memilih untuk menentukan diterima atau tidak
pernikahan tersebut meskipun perempuan yang diperwalikan adalah
orang yang terpandang dan mampu secara lahir dan batin.* Kemudian
Shihabuddin alQarafi juga berpendapat bahwa pernikahan tanpa wali
adalah tidak sah hukumnya, sebagaimana berlaku juga pada seorang
yang sudah pernah menikah.* Dengan demikian madzhab Maliki
berpendapat bahwa perwalian berlaku pada semua wanita baik yang
belum pernah menikah maupun wanita yang sudah pernah menikah,
sehingga perwalian memang menjadi salah satu syarat penting dalam
pernikahan menurut madzhab Imam Malik.

Menurut pengikut mazhab Syafii, perwalian juga merupakan
keharusan karena berlandaskan dalil “ayyuma imraatin nukihat bighairi
idzni waliyyiha fanikahuha batilun.” Atau tidak sah nikah yang tidak

disertai wali, kemudian Imam Syafii berpendapat apabila sebuah
pernikahan itu terjadi namun belum terjadi atau hadirnya seorang wali
maka diharuskan untuk membayar sadagq, sehingga pernikahan yang
- menggunakan sadaq sebagai bagian dari pernikahan tanpa wali adalah
-pernikahan yang rusak secara sengaja (nikahun fasidun bil masis).
- Dengan demikian meskipun tanpa seorang wali, pernikahan itu dianggap
sah, walaupun diakatakan rusak secara hukum (baca: nikihu fasid),
hingga keberadaanwalisecaradzahirkebemdaannyadiharuskankamna

" Abil Qasim 'Ubaidillah Bin Alhusain bin Akhasan bin Akjaliab Al-Basri, At-
 Tafri’ (Beirut: Darul gharbi akisBmi, tt) juz 2 : 31-32
*! Abil Qasim ‘Ubaidillah bin al-Husain bin akHasan bin akJallab al-Basri, At
juz 2 :31-32
** Shhabuddin ahmad bin idris al-qarafi berpendapat bahwa ada beberapa
hab nnya seorang wanita harus meminta izin pada walinya meskipun sudah
_pernah menikah, yang pertama dan yang kedua berdasarkan ayat 230 dan 232 dari
urat al-baqarah, al-Qarafi berpendapat bahwa ayat tersebut menyebutkan bahwa

untuk kemudian meminta persetujuan kepada walinya. Shhabuddin
d bin Idris al-Qarafi, Ad-dzakhirah (Beirut Darul gharb akskmi, 2994) juz 4:216
" Imam Muhammad bin idris as-shai’, AUmm Juz 6 : 35
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mengakibatkan rusaknya pernikahan atau tidak sahnya pernikahan itu
terjadi. Kemudian imam mawardi berpendapat bahwa perkataan shafi’i
diatas membawa dua kemungkinan: (1) apakah nikah itu tidak diperboleh-
kan atau (2) pernikahan tanpa wali dimaknai sebagai pernikahan yang sempit
atau terbatas.** Secara lebih spesifik alMawardi pun berpendapat bahwa
wali dalam pernikahan menurut asSyafi'iyyah merupakan keharusan karena
izinnyamﬁmhadapmuwanimwngdipcrwalikmadalahumﬁbmlepas
datiapakahmnimitumerupakanwanimsudahdewmamubelumdewm,
wanitnitumuliaamuhim.amupunwanimmebmwdahmenihhamu
belum pernah menikah.* Kemudian al-Ghazali berpendapat bahwa
pentingnya perwalian dalam pernikahan teridentifikasi dengan menjadi
salah satu rukun dalam pernikahan, Ghazali berpendapat bahwa yang
dimaksudkan dengan “al-‘Aqidani” adalah seorang ‘calon’ suami dengan
wali, hal ini disebabkan karena seorang perempuan ‘calon’ istri tidak
diperbolehkan untuk mewalikan dirinya sendiri.* Maka dengan
demikian, madzhab Syafi’i pun berpendapat perwalian dalam
pernikahan merupakan sebuah keharusan terkait urgenitas perizinan
diterima atau tidaknya seorang wanita untuk dinikahkan.

Menurut Hanabilah, perwalian dalam pernikahan merupakan
keharusan Karena tanpa adanya wali, pernikahan adalah tidak sah
hukumya. Menurut Ibnu Quddamah pernikahan tidak sah hukumnya
jikapelaksanaannvatidakmengikutsermkanseorangwali karena seorang
wanita tidak sah nikahnya kecuali tidak diizinkan oleh walinya serta
seorang wanita tidak bisa mewalikan dirinya sendiri.¥ Lebih lanjut Ibnu

+ Menurut a-Maward], perwalian dalam pernikahan yang masuk dalam kategori
“sempit atau terbatas” tersebut memilitki dua ta'wik: (1) pernikahan itu sah apabila
sudah saling ridho antara keduanya (baca:suami-istri) tentang persoalan mahar dan
(2) saling ridho antara keduanya tentang persoalan kemampuan atau kapabilitas (baca:
kafaah). Imam mawardi, A-Hawi Al-Kabir juz 9 : 37

s Keharusan adanya wali dalam sebuah pernikahan terilustrasi dengan
perkataan: “saya memilih mengkuti apa yang telah dilakukan oleh bapak saya,” sehingga
urgenitas pernikahan itu dipandang jika tidak kepada bapak izinya, maka seorang
perempuan tidak dapat berbuat apa-apa. Al-Mawardi, ALHawi Al-Kabir juz 9 : 38

* perwalian dalam pernikahan, terkait kebutuhan urgenitas wall dalam
pernikahan, adalah untuk mensahkan pernikahan tersebut bahkan untuk ‘meng-
gagalkan' sebuah pernihakan harus seizing seorang wali meskipun secara kapabilitas
dan kemampuan sudah terpenuhi. Abu Samid al-Ghazall, A-Wasim Fil Madzhab (Kairo:
Darussalam lit mibd’ah wan nashr, 1997) juz 5 : 58

¢ Dalam pemlbhan.mmldllennyapuntidakdibenarkan&hmmadzhab
hanabilah karena izin seorang wali adakeh keharusan, sehingga apabila tetap dikikukan,
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Quddamah menjelaskan bahwa pada dasarnya substansi dari keberadaan
wali adalah persoalan pemberian izin untuk menikah sehingga apabila
tidak diizinkan maka hak-haknya dalam pernikahan secara otomatis
ditiadakan.* Kemudian menurut Majduddin abil Barakat berpendapat
bahwa pernikahan seorang wanita mengharuskan kehadiran seorang
wali karena ketiadaan wali akan mengakibatkan ketidak absahannya
pernikahan, hal ini berlaku juga bagi seorang budak yang ingin menikah
harus seizin tuannya.* Dengan demikian seperti pula terdapat pada
madzhab Hanafiyah dan Syafi'iyyah, madzhab Hanabilah pun ber-
pandangan bahwa keberadaan wali dalam pernikahan memang menjadi
tema khusus seputar sah atau tidaknya dalam pernikahan, karena, sekali
lagi, pernihakan tidak sah jika tidak adanya wali.

Dari keempat madzhab diatas, dapat diartikan bahwa perwalian
memang merupakan sendi utama dalam pelaksanaan pernikahan,
karena tanpa adaanya perwalian dalam pernikahan maka pernikahan
akan dianggap tidak sah bahkan tidak dianngap pernikahnnya sekalipun
merujuk pada sabda Rasulullah “La nikaha illa biwaliyyin.”

B. Persaksian dalam pernikahan

Diskursus mengenai persaksian dalam pernikahan setidaknya
terbagi menjadi dua hal, yang pertama adalah persaksian sebagai syarat
dan yang kedua adalah persaksian sebagai rukun. Yang menganggap
persaksian sebagai syarat adalah madzhab Hanafi sedangkan yang meng-
anggap persaksian sebagai rukun adalah madzhab Syafi'i., sedangkan
menurut Malikiyyah, mewajibkan persaksian dalam pernikahan namun

~maka pernikahan tersebut tidak dapat diterima. Muhammad ‘abdullah bin ahmad bin
“muhammad Ibnu quddamah, AFMughni (Rivadh: Darul ‘alamil kutub, tt) juz 9 : 345
*% Selin memang tidak diperbolehkannya seorang wanita untuk menikah tanpa
- seizin walinya, juga karena seorang wanita, menurut ibnu quddamah, kurang dapat
:'dipen:aya untuk melakukan hubungan suami istri karena kekurangan akalnya, mudah
dipermaikan, olkeh karenanya penyerahan ‘wewenang’ untuk mewalikan dirinya sendiri
‘tidak dibenarkan. Lih. Abi Muhammad ‘abdullah bin ahmad bin muhammad Ibnu
quddamah, AFKafi (Darul Hijrah: Hijr lit miba‘ah wa nashr, tt) juz 4 : 223-224
* Tidak dibenarkan untuk sahnya pernikahan apabil tidak adanya wali dari
pihak perempuan, hal ini berlaku pula bagi seorang yang sudah menikah dengan
berbicara apabila terbukti melakukan zina serta perempuan yang belum menikah
tandai dengan menangis, tertawa azupun diam yang kemudian dimaksudkan sebagal
jawaban atas persetujuannya untuk melaksanakan pernikahan. Majduddin abil barakit,
- AlMuharrar Ala Madzhabil Imam Ahmad Bin Hanbal (Beirut Darul kutub al-‘arabi, tt)
juz2:15
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 tidak menganggapnya sebagai rukun maupun syarat.® Ibnu Hazm
berpendapat bahwa pernikahan tidak sempurna apabila tidak ada ke-
hadirannya saksi.® Maka pertimbangan keberadaan saksi dalam suatu
kasus pernikahan menjadi salah satu sebab dimana persaksian dalam
pernikahan itu diperlukan. Menurut al-Mawardi, persaksisan dalam
pernikahan hukumnya adalah wajib,* karena berlandaskan dalil “la
nikaha illa bi waliyyin wa shahidaini ‘adlin.”

Perwalian dan Persaksian dalam Pernikahan di Indonesia

Mengenai konteks Indonesia perihal perwalian dan persaksian
dalam pernikahan, sejatinya tidak ada yang berbeda dengan pendapat-
pendapat ulama-ulama madzahib sebagaimana telah dibahas diatas.
Namun dalam pembasan ini, setidaknya ada beberapa peraturan baik
yang berbentuk perundang-undangan seperti UU nomor 1 tahun 1974,
Kompilasi Hukum Islam, ataupun fatwa yang dikeluarkan oleh beberapa
institusi keagamaan yang berlaku di Indonesia seperti Nahdhatul ulama,
Muhammadiyah, serta Majelis Ulama Indonesia. Beberapa sistem
perundang-undangan di Indonesia yang terkait dengan wali dan
persaksian dalam perkawinan sejatinya memang telah diatur demi
menjaga ketertiban adminsitrasi pernikahan yang ada di Indonesia.
Berikur beberapa aturan-aturan tetang perwalian dan persaksian yang
berlaku di Indonesia:

a) Undangundang nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan

Dalam perundang-undangan yang berlaku di Indonesia,
perkawinana memiliki tempat tersendiri khusunya dalam undang-
undang nomor 1 tahun 1974. Di dalam undang-undang ini, dinyatakan

% Wizaratul auqaf was Shuinil islamiyyah, A-Mausii‘ah Al-Fighiyyah, juz 41:
295

51 Abi Muhammad ‘Al bin Ahmad bin Said bin Hazm, Al-Muhala (Mesir:
Mamba'atun nahdhah bi Shai’l ‘abdul ‘Aziz, 1347 H) juz 9 : 465

52 | ebih lanjut a-Mawardi mehndaskan pendapatnya ini berdasarkan pada sabda
rasulullzh SAW: "L3 nikaha illa bi waliyyin wa shahidai ‘adlin” Namun Dawud tidak
mwmmmmmmmmmmmmmmmmg
setuju dengan adanya persaksian dalim pernikahan adakh: a. Ali bin Abi malib, “abdullh
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| tentang persyaratan perkawinan khususnya yang tercantum dalam pasal

' 6, diantaranya: (1) perkawinan didasarkan atas persetujuan kedua calon

- mempelai, (2) untuk melangsungkan perkawinan, umur minimal adalah
19 tahun bagi laki-laki dan 16 tahun bagi perempuan.®

Meskipun secara eksplisit tidak disebutkan bahwa pernikahan
mensyaratkan syarat tertentu seperti halnya Islam, yakni kedua mem-
pelai, adanya akad, wali dan persaksian, setidaknya undang-undang ini
sudah memiliki ketentuan-ketentuan tentang perwalian. Seperti yang
tercantum pada pasal 6 ayat (3) hingga ayat ke (6) yang menyebutkan
bahwa bagi yang melaksanakan perkawinan dibawah umur 21 tahun
harus mendapatkan izin dari kedua orang tua,* dan sebagai persyaratan
untuk menjadi wali, apabila berhalangan atau telah meninggal dunia,
seperti yang tercantum dalam pasal 6 ayat (3): “dalam hal kedua orang tua
meninggal dunia atau dalam keadaan tidak mampu menyatakan kehendaknya,
maka izin yang dimaksud ayat (2) pasal ini cukup diperoleh dari orang tua
yang masih hidup atau dari orang tua yang mampu menyatakan kehendak”
kemudia juga tercantum dalam ayat (4): “dalam hal kedua orang tua telah
meninggal dunia atau dalam keadaan tidak mampu untuk menyatakan
kehendaknya, maka izin diperoleh dari wali orang yang memelihara atau
keluarga yang mempunyai hubungan darah dalam garis keturunan lerus keatas
selama meveka masih hidup dan dalam keadaan menyatakan kehendaknya”
dan pada ayat (5) “dalam hal ada perbedaaan antara ovangorang yang dimaksud
dlaam ayat (2), (3), dan (4) pasal ini, atau salah seorang atau lebih diantara
mereka tidak menyatakan pendapatnya maka pengadilan dalam daerah tempat
tinggal atau salah orang yang akan melangsungkan perkawinan atas
permintaaan orang tersebut dapat memberikan ijin setelah lebih dahulu
mendengar orangorang yang tersebut dalam ayat (2), (3), dan (4) dlam pasal
ini” dan secara jelas bahwa ketentuan diatas berlaku sepanjang hukum
yang berlaku di agama tidak bertentangan dengan undang-undang ini,
sebagaimana tercantum pada ayat (6): “ketentuan tersebut ayat (1) sampai
dengan ayat (5) pasal ini berlaku sepanjang hukum masingmasing agamanya
dan kepercayaannya itu dari yang bersangkutan tidak menentukan lain.
Meskipun belum disebutkan secara jelas, mengenai perwalian

dalam pernikahan tidak dijelaskan secara detail namun setidaknya sudah

! Undang-undang nomor 1 hun 1974 tentang perkawinan pasal 6 ayat (1)
dan pasal 7 ayat (1)
 Undang-undang nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan pasal 6 ayat (2)
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‘ada pa: yang membahas perwalian seperti pada yang tercantum
pada pasal 6 ayat (2) hingga ayat (5) namun telah dijelaskan pula, undang-
“undang ini berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan agama dan
kepercayaan yang dianut sebagaiamana tercantum pada pasal 6 ayat (6).

b) Kompilasi Hukum Islam

Kompilasi Hukum Islam ini muncul setelah keluarnya instruksi
presiden (inpres) nomor 1 tahun 1991, dengan maksud untuk meng-
akomodir aturan yang berlaku dikalangan masyarakat muslim khususnya
dibidang keperdataan untuk kemudian pada rahun 2006 bertambah
ruang lingkupnya dengan masuknya persoalan ekonomi yang terangkum
dalam Kompilasi Hukum ekonomi syariah (KHESY1). Maka sudah tentu
pembahasan atau isi yang rercantum dalam Kompilasi Hukum Islam
ini, berisi seputar pokok-pokok ajar islam dibidang keperdataan seperti
pernikahan, hukum waris, dan wakaf.

Terkait persoalan persakasian dan perwalian dalam pernikahan,
Kompilasi Hukum Islam telah jelas menjelaskan rukun dan syarat
pernikahan. Sebagaimana yang tercantum dalam pasal 14: “untuk
mlahmkauperlmudmnhamada:a.mbnmmi; b. calon isteri; ¢. wali
nikah; d. dua orang saksi dan; e. ijab dan Kabul". Mengenai perincian
atas rukun diatas, khususnya yang berkaitan dengan wali dan saksi,
penjelasan terdapat pada pasal-pasal setelahnya seperti tercantum pada
bab ketiga pasal 19 hi pasal 23 terkait dengan perwalian dan pasal
24hinunpasa126tetkaitdenganpexsak8iandalammmiknham

Penutup

figh empat madzhab dan hukum yang berlaku di Indonesia tidak banyak
berbeda. Hal ini disebabkan karena masyarakat Indonesia mayoritas
muslim, sehingga untuk sebatas sosialasi pelaksanaan tidak terlalu sulit
khususnya terkait dengan undang-undang nomorl tahun 1974,
kemudian bahwa adanya kepentingan muslim yang diakomodir oleh
pemerintah Indonesia terkait INPRES nomor 1 tahun 1991 tersebut,
secara tidak langsung sudah mendorong para ulama dan para
cendekiawan muslim untuk berusaha memformalisasikan hukum islam

s Kompilasi Hukum Iskhm
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ke dalam hukum negara sehingga pada masa yang akan dating, setidaknya
ada ketentuanketentuan hukum dalam islam yang mengikat para muslim
khususnya dibidang keperdaataan dalam bentuk Kompilasi Hukum
Islam. Walldhu a'lam bis Shawab
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